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Laporan Doing Business 2019: Indonesia BKPM

DTF Score Ranking Q REFORM INDONESIA

DALAM DB2019
10 Indikator Ease of Doing
Business

I

Starting a Business
ﬁ% integrasi pendaftaran BPJS

melalui portal tunggal,

Starting A Business 77,93 81,22 144 penurunan tarif notaris, SIUP
2 Dealing With Construction Permit 66,08 = 66,57 108 - dan TDP elektronik via SSW
3  Registering Property 59,01 | 61,67 106 100 Registering Property
. L Peningkatan transparansi
4 Getting Electricity 83,87 86,38 38 33 B oo] informasi dan efisiensi dalam
oo|ag . :
. ool ]| 2dministrasi, pengurangan
5  Paying Taxes ey | GRieE 4 12 waktu penyelesaian sengketa
6 Getting Credit 65,00 70,00 55 tanah di pengadilan tingkat
pertama,
Protecting Minority Investor 63,33 63,33 44 - . .
, Getting Credit
8  Trading Across Boders 66,59 | 67,27 112 - Perbaikan distribusi informasi
. perkreditan dengan
9 AMMITETE ComiEs: 47,23 47,23 145 - %& penyampaian data informasi
10  Resolving Insolvency 67,61 | 67,89 38 konsumen oleh  perusahaan

utilitas kepada LPIP

- DTF Score EODB: 7 Indikator naik, 3 yang relative tetap
- Ranking EODB: 6 indikator naik, 4 turun




Snapshot Temuan Doing Business 2019 untuk Indonesia

INDONESIA
Ease of doing business rank (1-190)

v Starting a business (rank)

Score for starting 3 business (0—100)
Procedures {number)

Time (days)

Cost (% of income per capita)

Minimum capital (% of income per capita)

Dealing with construction permits (rank)

Score for dealing with construction permits (0—100)

Procedures {number)

Time (days)

Cost (% of warehouse value)
Building quality contral index (0—15)

Getting electricity (rank)

Score for getting electricity (0-100)
Procedures (number)

Time (days)

Cost (% of income per capita)

Refiability of supply and transparency of tariffs index (0-8)

v Registering property (rznk)

Scare for registering propesty (0-100)
Procedures {number)

Time (days)

Cost (% of property value)

Quality of land administration index (0—30)

3

East Asia & Pacific
Ease of doing business score (0-100)

134 v Getting credit (rank)

81.22
10
196
6.1
0.0

12
66.57
17
200.1
44
130

33
86.38
4

34
252.8
58

100
61.67
5
216
83
45

Score for getting cedit (0-100)
Strength of legal rights index (0-12)
Depth of cedit information index (0—8)
Credit bureau coverage (% of aduits)
Credit registry coverage (% of adults)

Protecting minority investors (rank)

Score for protecting minority investors {0—100)
Extent of disclosure index (0—10)

Extent of director iability index (0—10)

Ease of shareholder suits index (0—10)

Extent of shareholder rights index (0—10)
Extent of ownership and control index {0—10)
Extent of corporate transparency index {0—10)

Paying taxes (rank)

Scare for paying taxes (0—-100)

Payments (number per year)

Time (hours per year)

Total tax and contribution rate (% of profit)
Postfiling index (0—100)

SsSESIENN

112
68.03
207.5

2 1

68.82

GNI per capita (USS)
Population

Trading across borders {rank)
Score for trading agoss borders (0—100)
Time 1o export

Documentary compliance (hours)
Border compliance (hours)

Cost to export

Documentary compliance (USS)
Border compliance (US$)

Tlime to import

Documentary complance (hours)
Border compliance (hours)

Caost to import

Documentary compliance (USS)
Border compliance (USS)

Enforcing contracts (rank)

Score for enforcing contracts (0—100)
Time (days)

Cost (% of daim value)

Quality of judical processes index (0—18)

Resolving insolvency (rank)

Score for resolving insolvency (0—100)

Time {years)

Cost (% of estate)

Recovery rate {cents on the dolar)

Strength of insolvency framework index (0—16)

ﬁ

BKPM

3,540
263,991,379

116
67.27
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Perkembangan Peringkat Ease of Doing Business Indonesia BKPM

Indonesia on the track secara kontinyu terus melakukan upaya reformasi perbaikan kemudahan
berusaha. Peringkat EODB Indonesia naik 57 peringkat dalam 5 tahun terakhir, dan turun 1
peringkat EODB 2019

Kompetisi Regional

Perkembangan Peringkat
Ease of Doing Business Indonesia
(DB13-DB19)

72 Malaysia E i
re Thailand 46 2% 1 ooy
o1 China 78 78 i 46 :
I
106 Vietnam 82 68 | 69 !
114 Indonesia 91 72 73 1
120 1 1
India 130 o0 1 77 1
I
129 3 9 | |
2019 Philippines 99 113 | 124 |
Cambodia 131 135 1 138 1
2013 2014 2015 2016 2017 2018 : I
Laos 139 141y 154 |
I
Myanmar 170 171 1 171 !

Source: World Bank - Doing Business Report




Perbandingan Indonesia dengan Negara ASEAN dan BRIC ﬁ

dalam DB2019 BKPM
Negara ASEAN Negara BRIC
REE— Singapore 5 — 5 - Russia 35 t 31
I .
€ Malaysia o4 t 15 I_ Indonesia 72 1 73 :
|
B Thailand 26 1 27 - China 78 t 46
|
ey BTUNE 56 1T s ® India 100 1 77
Vietnam 68 l 69 Brazil 125 t 109
____________________ L
| Indonesia 72 l 73 | Sumber: Doing Business 2019 Report
U .
, Philippines 113 b 14
- Lao PDR 141 ] 4

* India dan China termasuk dalam 10 Most Notable Improvement Economies dalam DB2019, dengan
perbaikan pada masing-masing 6 dan 7 Indikator, sementara Brazil berhasil melakukan perbaikan
pada 4 Indikator.

* Negara BRIC berhasil melakukan perbaikan pada Indikator Getting Electricity dan Trading Across
Borders sementara Negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand berhasil melakukan perbaikan
pada Indikator Starting a Business dan Trading Across Borders.




PERAN BKPM DALAM SATGAS

» Satgas Percepatan Berusaha

« Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, Pokja IV

« Satgas Waspada Investasi




KEBUAKAN PROHANVESTASI

16 Paket Kebijakan Ekonomi
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Tantangan Investasi

Berdasarkan dari 190 kasus investasi pada POKJA 4
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, faktor
penghambat investasi utama adalah:

Special License/

O Recommendation
32.6%

Perizinan

Certification

17.3%

Pengadaan Lahan DG Letter

15.20/0 Ministrial

Regulasi dan Kebijakan Decree

Solusi:

BKPM




Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha BKPM

PEMBENTUKAN SATGAS KI/L/P:
« mengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan

sektor
Z « mengawal dan menyelesaikan hambatan
< perizinan
I
<
|_
/
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG ~
PERCEPATAN PELAKSANAAN o /
BERUSAHA <
I
<C
|_

Catatan: Tahap Il berjalan paralel dengan Tahap |

*) KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional

N 10



Struktur Satuan Tugas Perpres No. 91 Tahun 2017 BK?;M

Keterangan *+ SATGAS Nasional
bertanggung jawab penuh
terhadap pemantauan proses
Up/Down Line perizinan berusaha dan wajib
. melapor setiap bulan kepada

“ Presiden Presiden.

Garis Koordinasi L
* SATGAS KI/L, Provinsi,

Kab/Kota Wajib: (1) mengawal

Garis Pendukung dan membantu penyelesaian
setiap perizinan berusaha; (2)
=

Garis Penugasan atau distandarkan); dan (3)
melaporkan semua kegiatan
berusaha dan
permasalahannya kepada
SATGAS Nasional.

Laporan Per Bulan

mengidentifikasi perizinan yang
[ ] . SATGAS
mlh  PTSP/ . Nasional
w - [N (g

perlu direformasi (dimudahkan
|
"

*+ SATGAS Leading Sector
adalah SATGAS yang paling
bertanggung jawab terhadap
pembinaan, pengembangan,
dan pelayanan perizinan
berusaha suatu sektor atau
urusan.

DMPTSP

DMPTSP

SATGAS
Leading
Sector

SATGAS
Provinsi

SATGAS

Kab/Kota * SATGAS Pendukung adalah

SATGAS yang wajib
mendukung perizinan yang
diperlukan oleh Leading Sector
untuk penyelesaian suatu
investasi/berusaha.

Sekjen Sekjen Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah

N e



Rekapitulasi SK SATGAS Percepatan Pelaksanaan Berusaha BKPM

SK SATGAS Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Pemerintah
Jumlah Sudah. % Dalam %
Selesal Proses
34 34 100 0 0

Provinsi
Kabupaten 416 364 87,50 52 12,50
Kota 98 94 95,92 4 4,08

TOTAL 548 492 89,78 56 10,22




Dasar Hukum Satuan Tugas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi BKPM

Instruksi Presiden No. 12 tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri,

Kemandirian Industri, & Kepastian Usaha

Keputusan Menko Perekonomian Nomor 100 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas

Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
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Struktur Satuan Tugas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi BKPM

Ketua
Menko Ekonomi

Wakil ketua | e GOER]
Menkominfo Sekretaris Kabinet

Wakil ketua I
Sofyan Wanandi

|
POKJA | POKJA I POKJAII POKJA IV

Kampanye & desiminasi Percepatan & penuntasan Evaluasi & analisa dampak Penanganan & Unit pendukung
kebijakan ekonomi regulasi kebijakan ekonomi kebijakan ekonomi .
Penyelesaian kasus




Tugas Pokja IV BKPM

KafU]J
an CKQuOM;




Mekanisme Penanganan Kasus BKPM

ditrifak kare"a

percasafaha” spdah
Masyk ra"ah h ko
16®i™Ma Ka] i Qfts ®aKQ® K/£/3 ®KQMEndal; QK| a &NaEUalj TindaK £an | Ut
flevadUan TiM TEKni dan JensadU KI£/8
» £6"051179 Geri fletaky » U'tpk me"emtuke" » Me"0U"3"9 a"99.  wasif pecpahasa Jisampaika" * §-alpasi tidak LNt
Ris"is bisa/tigak Jifaky ka" ik (KIE) de fema ke KI£/8 terkait oa" fe"92du rekame’gasi,
* K/£ terkait (pipe {i"e) pembahasa” terkait serta (®EKQMENdal;) ptk ditindak
* flercmasataha” yg pe"gedy Ptk Lt sespal TUJj masi"g”
§0h Mmaspk ra"ah dibahas persama masi"g,
hukpo ok dita"gai * Bila ada dugaan terjadi
penyalah gunaan
wewenang,

direkomendasikan kpd
Gakkum utk Penyelidikan




Capaian Pokja IV BKPM

KASUS DITERIMA
lersnats” : @egplasi — Rirakrasi — [e"Oketa Ris"is — ferpajpka”
_ ﬂeriji”a" _ Ganggpa” Keamanan

KASUS DITOLAK :
Jengketa Rismis ¥a"g [udeh Bite"ga" £eombage fe"e ek
HUEU® — Tidak meme"yhi kriteria

KASUS SELESAI DITANGANI :
vifai "~estasi ®p 6°Q.9 4.4 .0%.2° (6°qT)

KASUS DLM PROSES:
160 flersoae - @ekamendasi fake iV Reluc ditidartauti Qleh
Kig

data gari {okp i\/n #i"gQa tahp" 218,




Satuan Tugas Waspada Investasi BEA

« Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang
Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dibentuk berdasarkan
Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016
tanggal 1 Januari 2016

Satuan Tugas Waspada Investasi ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi
terkait, yang meliputi :
Regulator :
Otoritas Jasa Keuangan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
Penegak Hukum :
Kejaksaan Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
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http://www.ojk.go.id/
http://www.kemendag.go.id/
http://www.bkpm.go.id/
http://www.depkop.go.id/
http://www.kominfo.go.id/
http://www.kejaksaan.go.id/
http://www.polri.go.id/
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Entitas Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi BKPM

Tahun 2017

Himbauan untuk Berhati-Hati terhadap kegiatan 80
(delapan puluh) Entitas

ENTITAS YANG DITANGANI TAHUN 2017
8B
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m Jumlah entitas

Lainnya: alat kesehatan, arisan online, ATM, commercial paper, distributor
sabun wajah, e-commerce marketplace, enterpreneurship, investasi emas,
investasi gula merah, investasi penyertaan modal, investasi pulsa, investasi
sarang burung walet, investasi singkong, jasa teknologi, penitipan mobil,
trading binary, transaksi digital, dan travel umrah.

Tahun 2018
Hingga September 2018, Satgas Waspada

Investasi telah mengumumkan Siaran Pers
untuk menghimbau masyarakat agar
berhati-hati  terhadap 108 (seratus
delapan) entitas yang diduga melakukan
kegiatan usaha tanpa izin dan berpotensi
merugikan masyarakat dan 404 (empat
ratus empat) entitas fintech peer-to-peer
lending tanpa izin OJK.

Entitas Yang Ditangani Tahun 2018
(per September 2018)

450
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= Jumlah entitas




Thank You

Terima Kasih
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Coordinating Board
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